
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI KARAWANG 
 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
 

NOMOR   83   TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI 

 

KARAWANG, 
 
Menimbang 

 
: a. 

 
bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu 
dilakukan penetapan kelas dan nilai jabatan serta perhitungan 
tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karawang secara adil, obyektif, transparan dan 
konsisten yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan 
Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karawang; 

 
Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5879); 

 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 

 
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 483); 

 
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Jabatan; 

 
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil; 

 



 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Karawang. 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI 

JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KARAWANG. 

 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 
 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 
3. Bupati adalah Bupati Karawang. 
 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

 
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemeirntahan. 

 
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan oraganisasi Negara. 
 
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

 
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi Negara. 

 
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional 

dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian 
besaran tunjangan kinerja. 

 
10. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan 

yang terdiri dari level-level. 
 
11. Kinerja atau Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS pada 

Satuan Organisasi sesuai dengan beban kerja dan sasaran kerja pegawai. 



 
 
 
12. Tunjangan Beban Kerja yang selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja adalah 

tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarnya didasarkan pada hasil 

evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. 
 
13. Pejabat yang Berwewenang adalah pejabat yang berwewenang mengangkat, 

memindahkan, dan memberhentikan PNS di lingkungannya dalam dan dari jabatan 
atau jabatan lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan kententuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 

BAB II 
 

TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Tujuan penetapan nilai dan kelas jabatan adalah untuk digunakan sebagai dasar 
penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur 
organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analis jabatan, analisis beban kerja, 
penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi 
pegawai, serta pemberian tunjangan kinerja. 
 
 
 

BAB III 
 

NILAI DAN KELAS JABATAN 
 

Pasal 3 
 

(1) Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan 
proses evaluasi jabatan. 

 
(2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

metode Sistem Evaluasi Faktor (Factor Evaluation System). 
 
(3) Faktor-faktor yang digunakan dalam sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdiri atas: 
 

a. faktor evaluasi jabatan struktural; dan 
 

b. sistem evaluasi faktor jabatan fungsional. 

 

Pasal 4 
 

(1) Faktor penilaian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
huruf a terdiri dari 6 (enam) faktor jabatan, meliputi: 

 
a. ruang lingkup dan dampak program; 

 
b. pengaturan organisasi; 

 
c. wewenang penyelia dan manajerial; 

 
d. hubungan personal yang harus dilakukan; 
 
e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan 

 
f. kondisi lain dan situasi khusus. 



 
(2) Kriteria penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf b, terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi: 
 

a. pengetahuan dan keahlian; 
 

b. pengawasan penyelia; 
 

c. pedoman/panduan kerja; 
 

d. kompleksitas pekerjaan; 
 

e. ruang lingkup dan dampak tugas; 
 

f. hubungan personal yang harus dilakukan; 
 

g. tujuan hubungan; 
 

h. persyaratan/tuntutan fisik; dan 
 

i. lingkungan kerja. 

 
(3) Kreteria setiap level dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

BAB IV 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. 
 
 

 

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 14 Desember 2018 

 

BUPATI KARAWANG, 
 

 

ttd 
 

 

CELLICA NURRACHADIANA 
Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 14 Desember 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
KARAWANG, 

 

 

ttd 
 

TEDDY RUSFENDI SUTISNA 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018 
NOMOR   83     . 


